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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Electronic Traffic Law
Enforcement (ETLE) dalam penegakan hukum lalu lintas di Kabupaten Maros serta
mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapannya di tengah
masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan
kualitatif yang didukung data kuantitatif sederhana, dilaksanakan di lingkungan Kepolisian
Resor Maros dan wilayah perkotaan, dengan teknik pengambilan sampel secara acak
terhadap 40 responden melalui wawancara, kuesioner, dan studi kepustakaan.
Pembaharuan penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap penggunaan perangkat
ETLE Mobile Handheld sebagai instrumen utama penindakan, yang dianalisis secara
kontekstual berdasarkan kondisi sosial dan kesiapan infrastruktur di daerah. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi ETLE belum berjalan secara optimal,
ditandai dengan masih adanya kelemahan dalam penggunaan perangkat, rendahnya
tingkat kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana, permasalahan
validitas data kendaraan, serta keterbatasan sumber daya manusia dalam pengoperasian
sistem. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas ETLE sangat dipengaruhi
oleh kesiapan teknis, administratif, dan kesadaran hukum masyarakat sebagai subjek
hukum. Penelitian ini memberikan rekomendasi berupa peningkatan intensitas sosialisasi
kepada masyarakat, penguatan dukungan anggaran dan infrastruktur teknologi,
pembaruan data kendaraan secara berkala, serta peningkatan kapasitas sumber daya
manusia guna menunjang optimalisasi sistem ETLE dalam penegakan hukum lalu lintas.
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Abstract: This study aims to analyze the implementation of Electronic Traffic Law
Enforcement (ETLE) in traffic law enforcement in Maros Regency and identify the factors that
become obstacles in its implementation in the community. This study uses an empirical legal
method with a qualitative approach supported by simple quantitative data, conducted in the
Maros Police Resort environment and urban areas, with a random sampling technique of 40
respondents through interviews, questionnaires, and literature studies. The renewal of this
study lies in the focus of the study on the use of the ETLE Mobile Handheld device as the main
instrument of enforcement, which is analyzed contextually based on social conditions and
infrastructure readiness in the region. The results of this study indicate that the
implementation of ETLE has not been running optimally, marked by weaknesses in the use of
the device, low levels of public legal awareness, limited facilities and infrastructure, problems
with the validity of vehicle data, and limited human resources in operating the system. The
conclusion of this study confirms that the effectiveness of ETLE is greatly influenced by the
technical, administrative readiness, and legal awareness of the community as a legal subject.
This study provides recommendations for increasing the intensity of public outreach,
strengthening budget support and technological infrastructure, regularly updating vehicle
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data, and enhancing human resource capacity to support the optimization of the ETLE system
in traffic law enforcement.

Keywords: Implementation; Electronic Ticketing; Law Enforcement.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi dalam berbagai aspek
kehidupan, termasuk dalam sistem penegakan hukum lalu lintas.[1] Salah satu bentuk
inovasi tersebut adalah penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yang
dirancang untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penindakan
pelanggaran lalu lintas.[2] Sistem ini hadir sebagai respons terhadap berbagai
permasalahan dalam penegakan hukum konvensional, seperti keterbatasan pengawasan,
potensi penyalahgunaan kewenangan, serta rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap
aturan lalu lintas. Dalam praktiknya, penerapan ETLE tidak hanya berkaitan dengan aspek
teknologi, tetapi juga menyentuh dimensi hukum, kelembagaan, dan budaya masyarakat
yang memengaruhi keberhasilannya.[3]

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan ETLE di berbagai daerah
mampu memberikan dampak positif dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat serta
mengurangi pelanggaran lalu lintas.[4] Namun demikian, sebagian besar penelitian
tersebut masih berfokus pada daerah perkotaan dengan dukungan infrastruktur yang
relatif memadai, serta menitikberatkan pada aspek normatif dan efektivitas secara umum.
Di sisi lain, kajian yang secara khusus menyoroti implementasi ETLE di daerah dengan
keterbatasan sarana, serta menganalisisnya secara komprehensif melalui pendekatan
empiris dan sosiologis hukum, masih relatif terbatas.[5] Hal ini menunjukkan adanya
kesenjangan penelitian (research gap) yang perlu dikaji lebih lanjut, khususnya dalam
konteks daerah seperti Kabupaten Maros yang memiliki karakteristik sosial dan
infrastruktur yang berbeda.[6]

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini ialah:
(1) bagaimana implementasi hukum ETLE terhadap penegakan hukum lalu lintas bagi
masyarakat di wilayah kabupaten maros; serta (2) faktor-faktor apakah yang menjadi
kendala dalam mengimplementasi penegakan hukum ETLE di wilayah kabupaten maros.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran aparat penegak
hukum dalam pelaksanaan ETLE, mekanisme penegakan hukum yang diterapkan, serta
berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas sistem tersebut. Kebaruan (novelty)
penelitian ini terletak pada pendekatan yang mengintegrasikan analisis normatif dan
empiris dengan menekankan pada interaksi antara struktur hukum, substansi hukum, dan
budaya hukum masyarakat dalam implementasi ETLE di tingkat lokal. Dengan demikian,
penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus rekomendasi
praktis dalam pengembangan sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis teknologi yang
lebih adaptif, efektif, dan berkelanjutan.
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METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang bertujuan untuk
menganalisis penerapan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dalam praktik
penegakan hukum lalu lintas di Kabupaten Maros. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor
Kepolisian Resor Maros dan wilayah Kota Maros karena relevan dengan objek kajian.
Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan
implementasi ETLE, sedangkan penentuan sampel dilakukan melalui teknik random
sampling dengan jumlah responden sebanyak 40 orang yang terdiri atas 10 anggota Satuan
Lalu Lintas, 2 operator ETLE, dan 28 orang masyarakat. Data yang digunakan meliputi data
primer dan data sekunder, di mana data primer diperoleh secara langsung melalui
wawancara terarah dan penyebaran kuesioner tertutup kepada responden, sedangkan
data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum, buku,
serta sumber ilmiah lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara,
kuesioner, dan studi pustaka, sementara teknik analisis data dilakukan secara kualitatif
dengan mengolah dan menafsirkan data yang telah dikumpulkan untuk menjawab
rumusan masalah serta memberikan gambaran yang komprehensif mengenai
implementasi ETLE dalam penegakan hukum lalu lintas.

PEMBAHASAN

1. Implementasi Hukum Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) terhadap
Penegakan Hukum Lalu Lintas di Kabupaten Maros

Implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Kabupaten Maros
merupakan bagian dari transformasi penegakan hukum lalu lintas berbasis teknologi
yang bertujuan menciptakan sistem penindakan yang lebih efektif, transparan, dan
akuntabel. Secara konseptual, penerapan ETLE sejalan dengan teori penegakan hukum
modern yang menekankan penggunaan teknologi sebagai instrumen untuk
meminimalisir discretion abuse serta mengurangi interaksi langsung antara aparat dan
masyarakat. Dalam perspektif normatif, penggunaan perangkat elektronik sebagai alat
bukti telah memperoleh legitimasi hukum, khususnya melalui ketentuan dalam
peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas yang mengakui bukti elektronik
sebagai alat bukti yang sah. Selain itu, keberadaan ETLE juga berkaitan dengan prinsip
good governance dalam penegakan hukum, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan
efisiensi pelayanan publik.[7]

Di sisilain, implementasi ETLE juga dapat dianalisis melalui pendekatan budaya hukum
(legal culture), di mana efektivitas suatu sistem hukum tidak hanya ditentukan oleh
substansi dan struktur hukum, tetapi juga oleh tingkat kesadaran dan kepatuhan
masyarakat. Dalam konteks Kabupaten Maros, kebiasaan masyarakat dalam berlalu
lintas yang sebelumnya masih bergantung pada pengawasan langsung aparat, kini
mengalami pergeseran menuju pengawasan berbasis teknologi. Namun demikian,
perubahan tersebut tidak serta-merta berjalan sempurna karena masih dipengaruhi
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oleh faktor kebiasaan (customary behavior) masyarakat yang belum sepenuhnya
adaptif terhadap sistem digital.[8]

a.

Peran Kepolisian dalam Implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)

Peran kepolisian dalam implementasi ETLE di Kabupaten Maros dapat dilihat
sebagai perwujudan fungsi penegakan hukum sekaligus pelayanan masyarakat.
Secara struktural, kepolisian tidak hanya bertindak sebagai penindak pelanggaran,
tetapi juga sebagai fasilitator dalam proses edukasi hukum kepada masyarakat. Hal
ini tercermin dari pembentukan unit khusus ETLE yang bertugas melakukan
penindakan berbasis perangkat mobile handheld, serta unit keamanan dan
keselamatan (kamsel) yang berperan dalam kegiatan sosialisasi.[9]

Dalam perspektif teoretis, peran ini sesuai dengan konsep law enforcement as a
system, di mana aparat penegak hukum tidak hanya menjalankan fungsi represif,
tetapi juga preventif dan edukatif. Kegiatan penyuluhan yang dilakukan di sekolah,
pangkalan ojek, dan ruang publik lainnya menunjukkan adanya pendekatan
preventive law enforcement yang bertujuan meningkatkan kesadaran hukum
masyarakat sebelum terjadinya pelanggaran.[10]

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa sebagian besar responden memperoleh
informasi mengenai ETLE melalui sosialisasi kepolisian. Hal ini menunjukkan
bahwa peran kepolisian dalam membangun legal awareness sudah cukup
signifikan. Namun demikian, jika dianalisis lebih lanjut, peran tersebut masih perlu
diperkuat agar tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga mampu membentuk
internalisasi nilai hukum dalam perilaku masyarakat.[11]

Dalam kerangka hukum yang lebih luas, peran kepolisian ini juga sejalan dengan
kewenangan yang diberikan oleh hukum positif, di mana aparat kepolisian memiliki
tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk dalam
bidang lalu lintas. Bahkan, dalam beberapa putusan pengadilan terkait pelanggaran
lalu lintas berbasis elektronik, hakim cenderung menerima bukti elektronik sebagai
alat bukti yang sah sepanjang diperoleh melalui prosedur yang benar, sehingga
memperkuat legitimasi tindakan kepolisian dalam menggunakan ETLE.[12]

Pelaksanaan Penegakan Hukum Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)

Pelaksanaan penegakan hukum melalui ETLE di Kabupaten Maros dilakukan
dengan memanfaatkan perangkat mobile handheld yang memungkinkan petugas
merekam pelanggaran secara langsung di lapangan. Secara prosedural, mekanisme
ini mencakup tahap perekaman pelanggaran, verifikasi bukti oleh back office,
identifikasi data kendaraan melalui sistem registrasi elektronik, pengiriman surat
konfirmasi kepada pemilik kendaraan, hingga penerbitan surat tilang elektronik
untuk penyelesaian denda.[13]
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Jika dianalisis secara konseptual, mekanisme tersebut mencerminkan penerapan
due process of law dalam bentuk digital, di mana setiap pelanggaran tetap melalui
tahapan verifikasi dan konfirmasi sebelum dikenakan sanksi. Hal ini penting untuk
menjamin perlindungan hak-hak masyarakat sebagai subjek hukum, khususnya
dalam hal keberatan atau Kklarifikasi apabila kendaraan yang tercatat melakukan
pelanggaran bukan miliknya.[14]

Dari sudut pandang efektivitas hukum, penerapan ETLE di Kabupaten Maros
menunjukkan adanya perubahan perilaku masyarakat, seperti meningkatnya
penggunaan helm dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. Hal ini sejalan dengan
teori deterrence effect, di mana kepastian penegakan hukum yang didukung
teknologi mampu menimbulkan efek jera bagi pelanggar. Data penelitian yang
menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat telah mengetahui keberadaan
ETLE menjadi indikator bahwa sistem ini telah memiliki tingkat public awareness
yang cukup tinggi.[15]

Namun demikian, apabila dikaji lebih mendalam, pelaksanaan ETLE masih
menghadapi tantangan dalam aspek pemahaman prosedural oleh masyarakat.
Meskipun masyarakat telah mengetahui keberadaan ETLE, tidak semua memahami
alur penindakan secara menyeluruh. Dalam perspektif sosiologi hukum, kondisi ini
menunjukkan adanya kesenjangan antara legal knowledge dan legal understanding,
yang berpotensi memengaruhi tingkat kepatuhan hukum.[16]

Selain itu, dalam konteks kebiasaan (custom) masyarakat, masih ditemukan
perilaku pelanggaran yang dilakukan secara spontan atau karena faktor situasional,
seperti jarak tempuh yang dekat sehingga mengabaikan penggunaan helm. Hal ini
menunjukkan bahwa keberadaan ETLE belum sepenuhnya mampu mengubah
habitual behavior masyarakat secara menyeluruh, meskipun telah memberikan
dampak positif dalam meningkatkan kepatuhan.[17]

Dengan demikian, pelaksanaan ETLE di Kabupaten Maros dapat dikatakan telah
berjalan dan memberikan kontribusi nyata terhadap penegakan hukum lalu lintas,
namun belum mencapai tingkat optimal. Hal ini disebabkan oleh adanya
keterbatasan dalam aspek pemahaman masyarakat serta adaptasi terhadap sistem
berbasis teknologi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan integrasi antara
pendekatan normatif, struktural, dan kultural agar implementasi ETLE dapat
berjalan secara lebih efektif dan berkelanjutan.[18]

2. Faktor-Faktor yang Menjadi Kendala dalam Mengimplementasikan Penegakan
Hukum ETLE di Kabupaten Maros

Implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Kabupaten Maros pada
dasarnya telah menunjukkan perkembangan positif, namun dalam praktiknya masih
menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Dalam
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perspektif teoretis, kendala tersebut dapat dianalisis melalui tiga unsur utama sistem
hukum menurut Lawrence M. Friedman, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan
budaya hukum. Keempat faktor yang ditemukan dalam penelitian ini pada dasarnya
merepresentasikan ketiga unsur tersebut, yang saling berkaitan dan menentukan
keberhasilan implementasi ETLE di lapangan.[19]

a. Faktor Rendahnya Pemahaman dan Kesadaran Hukum Masyarakat

Rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat merupakan
kendala utama dalam implementasi ETLE. Dalam perspektif budaya hukum (legal
culture), kesadaran hukum tidak hanya diukur dari pengetahuan terhadap aturan,
tetapi juga dari sikap dan perilaku masyarakat dalam menaati hukum. Meskipun
sebagian besar masyarakat telah mengetahui keberadaan ETLE, namun
pemahaman terhadap mekanisme dan konsekuensi hukumnya masih terbatas.[20]

Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara legal awareness dan legal
compliance, di mana masyarakat mengetahui adanya sistem ETLE, tetapi belum
sepenuhnya patuh dalam praktik berlalu lintas. Secara sosiologis, hal ini juga
dipengaruhi oleh kebiasaan (customary behavior) masyarakat yang cenderung
mengabaikan aturan dalam kondisi tertentu, seperti perjalanan jarak dekat atau
situasi yang dianggap tidak diawasi langsung oleh petugas.[21]

Dari sudut pandang hukum, kondisi ini bertentangan dengan prinsip bahwa setiap
orang dianggap mengetahui hukum (presumptio iures de iure), sehingga
ketidaktahuan tidak dapat dijadikan alasan pembenar atas pelanggaran. Dalam
beberapa putusan pengadilan terkait pelanggaran lalu lintas, hakim juga
menegaskan bahwa kelalaian dalam mematuhi aturan tetap menimbulkan
konsekuensi hukum, meskipun pelanggar berdalih tidak mengetahui prosedur
ETLE. Oleh karena itu, rendahnya kesadaran hukum menjadi hambatan serius
dalam mewujudkan efektivitas sistem ini.[22]

b. Faktor Keterbatasan Anggaran Sarana dan Prasarana

Keterbatasan anggaran menjadi kendala struktural dalam pengembangan dan
optimalisasi ETLE di Kabupaten Maros. Secara konseptual, keberhasilan penegakan
hukum berbasis teknologi sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur yang
memadai, seperti kamera statis, jaringan sistem informasi, serta perangkat
pendukung lainnya.[23]

Dalam konteks ini, penggunaan ETLE mobile handheld memang menjadi solusi
alternatif, namun belum mampu menggantikan fungsi ETLE statis secara
menyeluruh. Keterbatasan sarana ini berdampak pada cakupan pengawasan yang
masih terbatas, sehingga tidak semua pelanggaran dapat terdeteksi secara
optimal.[24]
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Jika dikaitkan dengan prinsip efektivitas hukum, maka hukum tidak hanya
bergantung pada norma yang ada, tetapi juga pada sarana pendukungnya (law in
action). Ketentuan dalam hukum positif yang mengatur penggunaan teknologi
dalam penegakan hukum pada dasarnya telah memberikan dasar yang kuat, namun
tanpa dukungan anggaran yang memadai, implementasinya menjadi tidak
maksimal.[25]

Selain itu, dari perspektif kebijakan publik, keterbatasan anggaran juga
mencerminkan belum optimalnya prioritas pembangunan di sektor keselamatan
lalu lintas. Padahal, keselamatan lalu lintas merupakan bagian dari kepentingan
umum yang seharusnya mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah
melalui alokasi anggaran yang proporsional.

c. Faktor Administrasi dan Data Kendaraan

Permasalahan administrasi dan data kendaraan menjadi kendala yang cukup
signifikan dalam implementasi ETLE. Sistem ETLE sangat bergantung pada
keakuratan data registrasi kendaraan untuk mengidentifikasi pelanggar dan
mengirimkan surat konfirmasi. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan data
kendaraan yang tidak mutakhir, seperti perubahan kepemilikan yang belum
diperbarui atau alamat yang tidak sesuai.[26]

Dalam perspektif hukum administrasi, kondisi ini menunjukkan belum optimalnya
tertib administrasi (administrative order) dalam sistem registrasi kendaraan
bermotor. Padahal, keakuratan data merupakan bagian penting dari legal certainty
dalam penegakan hukum. Ketika data tidak valid, maka proses penegakan hukum
menjadi terhambat dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan, seperti salah
sasaran dalam pemberian sanksi.[27]

Lebih lanjut, dalam praktik peradilan, keabsahan identitas pelanggar merupakan
elemen penting dalam pembuktian. Jika data yang digunakan tidak akurat, maka
dapat melemahkan kekuatan pembuktian dan berpotensi menimbulkan sengketa
hukum. Oleh karena itu, pembaruan data kendaraan secara berkala menjadi
kebutuhan mendesak dalam mendukung efektivitas ETLE.[28]

Selain itu, dari sudut pandang kebiasaan masyarakat, masih banyak pemilik
kendaraan yang tidak segera melakukan balik nama setelah transaksi jual beli.
Kebiasaan ini menjadi salah satu faktor yang memperparah permasalahan
administrasi, sehingga menunjukkan bahwa aspek legal culture kembali berperan
dalam menentukan keberhasilan sistem hukum.

d. Faktor Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam pengoperasian ETLE juga menjadi
kendala penting dalam implementasi sistem ini. Dalam konteks struktur hukum,
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aparat penegak hukum merupakan elemen utama yang menjalankan sistem hukum
secara langsung. Oleh karena itu, kualitas dan kuantitas SDM sangat menentukan
keberhasilan penegakan hukum berbasis teknologi.

Pengoperasian ETLE membutuhkan kemampuan teknis khusus, termasuk dalam
penggunaan perangkat, pengelolaan data, serta verifikasi bukti elektronik.
Keterbatasan jumlah personel yang memiliki kompetensi tersebut dapat
menghambat proses penindakan, terutama dalam tahap verifikasi dan
administrasi.[29]

Dalam perspektif teori penegakan hukum, kondisi ini menunjukkan adanya
ketidakseimbangan antara perkembangan legal substance dan legal structure.
Meskipun aturan dan teknologi telah berkembang, namun kapasitas SDM belum
sepenuhnya mampu mengimbangi perkembangan tersebut.

Selain itu, dalam praktiknya, keterbatasan SDM juga berdampak pada intensitas
pengawasan dan kecepatan penanganan pelanggaran. Hal ini dapat memengaruhi
persepsi masyarakat terhadap efektivitas dan kredibilitas sistem ETLE. Dalam
jangka panjang, jika tidak diatasi, kondisi ini berpotensi menurunkan tingkat
kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.[30]

Dengan demikian, keempat faktor kendala tersebut menunjukkan bahwa
implementasi ETLE di Kabupaten Maros masih memerlukan penguatan pada aspek
budaya hukum, struktur hukum, dan administrasi hukum. Upaya perbaikan yang
terintegrasi antara peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan infrastruktur,
pembenahan sistem administrasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya
manusia menjadi kunci utama dalam mewujudkan penegakan hukum lalu lintas
yang efektif, adil, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)
dalam penegakan hukum lalu lintas di Kabupaten Maros telah berjalan dan menunjukkan
kontribusi nyata dalam meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas
penindakan pelanggaran, khususnya melalui peran aktif kepolisian baik dalam fungsi
penindakan maupun edukasi kepada masyarakat. Pelaksanaan ETLE dengan perangkat
mobile handheld juga terbukti mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat
menuju kepatuhan hukum, meskipun belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat
kesenjangan dalam pemahaman prosedural serta adaptasi terhadap sistem berbasis
teknologi. Di sisi lain, implementasi tersebut masih menghadapi berbagai kendala yang
mencakup rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana,
permasalahan administrasi data kendaraan, serta keterbatasan sumber daya manusia,
yang secara keseluruhan memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu,
diperlukan upaya yang terintegrasi melalui peningkatan sosialisasi yang lebih masif dan
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berkelanjutan, penguatan dukungan anggaran dan infrastruktur, pembenahan sistem
administrasi kendaraan, serta peningkatan kapasitas aparatur penegak hukum agar
implementasi ETLE dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan dalam mewujudkan
ketertiban dan keselamatan lalu lintas di masyarakat.
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